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Abstrac t  

 

The Land Deed Off ic ial  ( the PPAT) i s  a  public  of f icia l  who is  granted part  of  the 

authorit ies by the Sta te  in  the implementa tion of  land regis tra tion ,  by  making the 

land cert i f ica te as the basis for land regis tra t ion.  The Agrarian Of f ice may turn 

down the reg istrat ion o f  the land righ ts in  the  event  o f  any recording  in  the land 

reg is try books  of  the land r ights which become the ob jec t  o f  dispu te.  Based on 

Art ic le  45 of  the Government Regula tion Number 24 of  1997 tha t  there is  a  legal  

ambiguity  on the re turn  of  the f i les in  the form of  cer t i f ica te,  t i t le  deed and o ther 

re lated documents.  According to  Art icle  55 of  the Head o f  Nat ional Land Agency 

number 1  of  2006,  the PPAT is personally  responsib le for the execut ion of  the task  

and his/her  authori ty ,  in  every  ac t  making.  There i s  no clear  arrangement regard ing 

the responsib il i ty  of  PPAT on the reg istra tion of  the conveyance of  the land which 

becomes the objec t  of  d ispu te.  Such provis ions resul t  in  lega l  i ssues about the lega l  

consequences and the responsib il i t y  of  PPAT on the reg istrat ion of  the conveyance of  

the land  which  becomes the objec t  of  d ispute  

The type o f  research  used  in  th is  thes is is  a  normative lega l  research as  the 

resul t  o f  the presence of  the ambigui ty  and the vacuum of  norms.  The legal  materi a ls  

were co llected by the techniques of  l ibrary research and the card system. The 

descr ipt ive,  in terpreta tive and argumentat ive theories as wel l  as associated wi th  

laws that  relevant to  the  issues were used to  analyze the legal  materia ls .  

 The resul ts  showed that  the Agrarian Off ice turns down and re turns the 

documents to  the PPAT as the legal  consequence of  the conveyance of  land which  

becomes the objec t  of  d ispu te.  The lega l  consequences of  the deed made before the 

PPAT remains au then ti c  during  a b lock ing o f  cer t i f icate.  The  responsibil i ty  o f  the  

PPAT is in  accordance  wi th  h is/her posit ion,  in  keep ing the deed,  cer t i f ica te a long 

wi th  the relevant  documents a t  the t ime  of  the rest i tut ion by the Agrarian Of f ice.  

PPAT shal l  be mandatory as an intermediary to  keep the documents that  are be ing 

re turned a t  the t ime o f  confisca tion by a  court  or a t  the revocat ion o f  b locking  by the  

applican t .  

Keywords:  The responsibil i ty ,  the PPAT, the Regis tration,  the Conveyance,  the Land 

Rights,  the Land Disp ute.  
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang bercorak 

agraris. Hukum yang mengatur mengenai bumi, 

air dan ruang angkasa adalah hukum agraria. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-

Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) 

terciptalah suatu kesatuan hukum dalam hukum 

Agraria di Indonesia. Menurut Pasal 19 ayat (1) 

UUPA, untuk menjamin kepastian hukum oleh 

pemerintah diadakan kegiatan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang 

Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 

10 tahun 1961) dan telah diganti menjadi 

Acta  C omi t a s  (2 0 1 6 )  1  :  7 7  –  9 3  

IS S N :  2 5 0 2 -8 9 6 0  I e - IS SN :  2 5 0 2 -7 57 3  
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 tahun 

1997). 

Dalam hal  mengurus  administrasi  

per tanahan,  d i tunjuk instansi  

pemerintah yang diber ikan  

kewenangan ya i tu Badan Pertanahan  

Nasional  Republik  Indonesia  

(se lanjutnya d isebut BPN).  Kantor  

per tanahan adalah uni t  ker ja  BPN d i  

se t iap wi layah kabupaten a tau kota.  

Dalam melaksanakan tugasnya ,  kantor  

per tanahan dibantu oleh Pejabat  

Pembuat Akta Tanah (selanjutnya  

disebut  PPAT) yang ber tugas pokok 

melaksanakan sebagian kegia tan 

pendaftaran tanah dengan membuat  

akta sebagai  alat  bu kt i  dan dasar  

pendaftaran tanah.  

Sebelum pembuatan akta,  PPAT 

waj ib  melakukan pemer iksaan 

kesesuaian ser t ip ika t  dengan data  

dalam buku tanah pada kantor  

per tanahan.  Apabi la  pada saat  

pendaftaran pera l ihan hak a tas tanah,  

hak atas  tanah menjad i  objek 

sengke ta,  p ihak-p ihak yang  

berkepentingan dapat  mengajukan  

gugatan ke pengadilan.  Dalam rangka  

ke lancaran proses persidangan di  

pengadi lan,  para pihak yang 

berkepentingan dapat  meminta  

di lakukan pencata tan dalam buku  

tanah sesua i  Pasal  126 ayat  (1 )  

Peraturan Kepala Badan Per tanahan 

Nasional  Republ ik Indonesia Nomor 8  

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas  

Peraturan Menter i  Agrar ia/Kepala  

Badan Per tanahan Nasional  Nomor 3  

Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (se lanjutnya  

disebut Pera turan Kepala BPN No.  8  

Tahun 2012) .  

Kantor  per tanahan dapat  menolak 

melakukan pendaftaran peral ihan hak 

atas tanah.  Pasa l  45 ayat  (3)  PP No.  

24 Tahun 1997 menentukan “surat  

penolakan d isampaikan kepada yang 

berkepentingan ,  diser tai  adanya  

pengembalian berkas permohonannya,  

dengan sal inan kepada PPAT atau 

Kepala Kantor  Lelang yang 

bersangkutan.”  Terdapat  

ketidakjelasan kepada  s iapa berkas  

permohonan tersebut  dikembal ikan 

oleh kantor  per tanahan.  

Menurut Pasal 55 Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 tahun 2006 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 

Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut 

Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006) 

ditentukan  “PPAT bertanggung jawab secara 

pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya 

dalam setiap pembuatan akta.” Muncul 

permasalahan pada saat pendaftaran peralihan 

hak atas tanah dilakukan pencatatan dalam buku 

tanah karena hak atas tanah menjadi objek 

sengketa sehingga adanya pengembalian 

berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam pendaftaran tersebut oleh 

kantor pertanahan. 

T idak te rdapatnya pengaturan 

mengenai  tanggung jawab PPAT 

terhadap pengembalian dokumen o leh 

kantor  per tanahan tersebut .  

Berdasarkan uraian tersebut,  maka  

penel i t ian ini  beranjak dar i  adanya  

kekaburan dan kekosongan norma,  

dengan judul “Tanggung Jawab  
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Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT)  

Terhadap Pendaftaran Peral ihan Hak 

Atas Tanah Yang Menjad i  Objek 

Sengketa.”  

1.2.  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana akibat hukum terhadap 

pendaftaran peralihan hak atas tanah 

dengan akta PPAT yang menjadi objek 

sengketa? 

2. Bagaimana tanggung jawab PPAT 

terhadap pendaftaran peralihan hak atas 

tanah yang menjadi objek sengketa? 

1.3.  Landasan Teori t i s  

1 .3 .1 .  Teori  Kewenangan  

Penger t ian wewenang dalam 

bahasa Inggr is ada lah authori ty  

sedangkan dalam bahasa Belanda  

disebut bevoegdheid .  Wewenang a tau 

kewenangan merupakan sua tu t indakan  

hukum yang diatur  dan diber ikan 

kepada sua tu jaba tan berdasarkan 

peraturan perundang -undangan yang 

ber laku yang mengatur  jabatan yang 

bersangkutan.
1
 Menurut  Rid wan HR 

yang dikutip  dar i  pendapat  H.D Van 

Wijk/Wil lem Konijnenbelt   sumber  

kewenangan ada 3 ( t iga) ,  yai tu :  

a. Attributie toekenning van een 

bestuursbevoegheid door een wetgever aan 

een bestuursorgaan (atribusi adalah 

pemberian wewenang pemerintahan oleh 

pembuat undang-undang kepada organ 

pemerintahan); 

b. Delegatie : overdracht van een bevoegheid 

van het ene bestuurorgaan aan een ander 

(delegasi adalah pelimpahan weweang 

pemerintahan dari satu organ pemerintahan 

kepada organ pemerintahan lainnya); 

c. Mandaat : een bestuurorgaan laat zijn 

bevoegheid namens hem uitoefenen door 

een ander (mandat terjadi ketika organ 

                                                           
1
Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris 

Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika 

Aditama, Bandung, hal. 77.  

pmerintahan mengizinkan kewenangannya 

dijalankan oleh organ lain atas namanya).
2
 

Teori kewenangan untuk menganalisis 

mengenai kewenangan PPAT yang diperoleh 

secara atribusi dalam membuat akta sebagai 

dasar pendaftaran tanah. 

1.3.2. Teori Pertanggungjawaban 

Set iap  kewenangan sangat  e rat  

ka itannya dengan kewaj iban dan 

tanggung jawab.  Mengenai  persoalan 

per tanggungjawaban pe jabat  menurut  

Kranenburg dan Vegtig  ada dua teor i  

yang melandasi .  Teori  Fautes  

Personalles,  bahwa kerugian terhadap  

pihak ke tiga dibebankan kepada  

pejabat  yang karena t indakannya i tu  

telah menimbulkan kerugian.  Beban 

tanggung jawab di tujukan pada  

manusia se laku pr ibadi  dan Teori  

Fautes de Serv ices,  bahwa kerugian 

terhadap piha k ket iga d ibebankan pada  

ins tansi  dar i  pe jabat  yang 

bersangkutan.  Menurut  teor i  ini  

tanggung jawab dibebankan kepada  

jabatan.
3
 Teori  per tanggungjawaban 

untuk menganal isi s  tanggung jawab  

PPAT berdasarkan kewenangan yang  

dimi likinya terhadap  pendaftaran 

peral ihan hak atas tanah yang menjad i  

objek sengketa.  

1.3.3 .  Teori  Keabsahan  

Suatu keputusan yang tidak memenuhi 

persyaratan, menurut hukum ketetapan atau 

keputusan tersebut menjadi “tidak sah” yang 

berakibat hukum menjadi “batal” (nietig).
4
 

                                                           
       

2
Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi 

Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hal 

104-105. 

       
3
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan 

Konsumen, Grasindo, Jakarta, hal. 335-337.  

       
4Ardiansyah, 2012, “Tolak Ukur 

Keabsahan Tindak Pemerintahan dan 

Keputusan Tata Usaha Negara”, 
http://ardianlovenajlalita.wordpress.com/tolok-

ukur-keabsahan-tindak-pemerintahan-dan-

http://ardianlovenajlalita.wordpress.com/tolok-ukur-keabsahan-tindak-pemerintahan-dan-keputusan-tata-usaha-negara/,%20diakses
http://ardianlovenajlalita.wordpress.com/tolok-ukur-keabsahan-tindak-pemerintahan-dan-keputusan-tata-usaha-negara/,%20diakses
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Menurut Van der Pot yang dikutip oleh Philipus 

M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul 

“Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak 

Pemerintahan”, ada 4 syarat yang harus 

dipenuhi agar ketetapan administrasi sebagai 

ketetapan sah, yaitu : 

1. bevoedgheid (kewenangan) organ 

administrasi yang membuat keputusan. 

2. geen juridische gebreken in de 

wilsvorming (tidak ada kekurangan yuridis 

dalam pembentukan kehendak). 

3. vorm dan procedure yakni keputusan 

dituangkan dalam bentuk yang telah 

ditetapkan dan dibuat menurut tata cara 

yang telah ditetapkan. 

4.  Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi 

dan tujuan peraturan dasar.
5
 

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa 

ada 3 (tiga) aspek adalah ketiga yang 

merupakan landasan hukum untuk dapat 

dikatakan suatu ketetapan atau keputusan sah 

yaitu aspek wewenang, aspek prosedur dan 

aspek substansi.
6
 Teori keabsahan ini untuk 

mengkaji mengenai keabsahan akta yang dibuat 

dihadapan PPAT yang digunakan sebagai dasar 

pendaftaran tanah terkait dengan adanya 

pemblokiran sertipikat. 

1.3.4. Teori Kepastian Hukum 

 Menurut Gustav Radbruch, ada tiga 

tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum. Teori kepastian hukum 

mengandung dua pengertian. Pertama, adanya 

aturan yang bersifat umum yang membuat 

individu mengetahui dan memahami perbuatan-

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum 

berupa jaminan kepastian hukum bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah karena adanya 

aturan hukum yang bersifat umum sehingga 

individu dapat mengetahui apa yang boleh 

                                                              
keputusan-tata-usaha-negara/, diakses pada 

tanggal 05 Maret 2014. 

       
5
Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, 2010, 

“Tanah dan Hukum Tanah”,  

http://sertifikattanah.blogspot.com/, diakses 

pada tanggal 21 Pebruari 2014. 

       
6
Ardiansyah, Loc.cit.  

dilakukan oleh Negara terhadap individu.
7
 Teori 

ini untuk menganalisis mengenai kepastian 

hukum pendaftaran peralihan hak atas tanah 

yang aktanya dibuat dihadapan PPAT. 

1.4.  Tujuan Penelit ian  

1.4 .1 .  Tujuan Umum  

Secara umum, penulisan karya  

i lmiah ini  ber tujuan untuk  

melaksanakan Tri  Dharma Perguruan 

Tinggi,  khususnya pada bidang  

penel i t ian mengenai  sua tu 

permasalahan hukum, terkai t  dengan 

tanggung jawab PPAT terhadap  

pendaftaran peral ihan hak atas tanah  

yang menjad i  objek sengketa .  

Peneli t ian ini  j uga ber tujuan untuk 

mengembangkan i lmu pengetahuan 

hukum terka it  pera turan d i  bidang 

per tanahan.   

1.4.2 .  Tujuan Khusus  

1.  Untuk mengetahui  dan 

menganalisi s  mengenai  akiba t  

hukum terhadap pendaftaran 

peral ihan hak atas t anah dengan 

akta PPAT yang menjadi  objek 

sengketa.  

2 .  Untuk mengetahui  dan 

menganalisi s  mengenai  tanggung 

jawab PPAT terhadap  

pendaftaran peral ihan hak atas  

tanah yang menjadi  objek 

sengketa.  

 

 

 

II.  METODE PENELITIAN  

2.1.  Jenis Penel it ian  

Jenis penel i t ian yang digunakan 

adalah penel i t ian hukum normati f ,  

                                                           
       

7
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar 

Ilmu Hukum, Kencana Predana Media Group, 

Jakarta, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud 

Marzuki I), hal. 158. 

http://ardianlovenajlalita.wordpress.com/tolok-ukur-keabsahan-tindak-pemerintahan-dan-keputusan-tata-usaha-negara/,%20diakses
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yaitu peneli t ian hukum yang d ilakukan 

dengan cara mengkaj i  bahan -bahan 

yang berasa l  dar i  berbagai  pera turan 

perundang-undangan dan bahan -bahan 

lain dar i  berbagai  l i teratur  yang  

terka it  dengan permasa lahan  

yang akan dibahas .
8
 Peneli t ian ini  

beranjak dar i  adanya  kekaburan norma  

dalam Pasal  45 aya t  (3)  PP no.  24 

tahun 1997 mengenai  pengembalian  

berkas oleh Kantor  Per tanahan terkai t  

dengan adanya  hak a tas tanah yang  

menjad i  objek sengketa sehingga  

dilakukan penc ata tan dalam buku  

tanah dan adanya kekosongan norma  

mengenai  tanggung jawab PPAT 

terhadap pendaftaran peral ihan hak 

atas tanah karena hanya  terdapat  pasa l  

yang mengatur  mengenai  tanggung 

jawab PPAT secara p r ibadi  terhadap  

akta  yang d ibuatnya  sebagaimana  

dinyatakan dalam Pasal  55 Peraturan 

Kepala BPN No.  1  tahun 2006.   

2.2. Jenis Pendekatan 

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) 

pendekatan yaitu pendekatan Perundang-

undangan (statute approach) yang dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani,
9
 Pendekatan 

konsep (conceptual approach) dilakukan 

dengan beranjak dari peraturan perundang-

undangan yang ada, dan merujuk pada konsep-

konsep hukum,
10

 dan pendekatan kasus (case 

approach) yaitu pendekatan berdasarkan kasus-

kasus yang terkait dengan isu hukum yang akan 

dikaji. 

                                                           
8
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 

2007, Penelitian Hukum Normatif : Suatu 

Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hal. 13. 
9
Ibid. 

10
Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan 

Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Bayumedia, Surabaya, hal.306. 

2.3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan 

hukum yang mengikat.
11

 Bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan 

permasalahan, antara lain :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria 

4. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah,  

5. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 37 tahun 1998  tentang  

Peraturan  Pejabat  Pembuat  Akta  

Tanah,  

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional. 

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 8 tahun 2012 tenttang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan 

hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.
12

 Bahan 

                                                           
11

Bambang Sunggono,  2010,   

Metodelogi  Penel i t ian Hukum,   

Rajawal i   Pers,   Jakar ta ,  ha l .  113 .  

       12
Ibid, hal. 114. 
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hukum sekunder yang digunakan berupa 

literatur-literatur berupa buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan. 

c. Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan 

hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder.
13

 Bahan hukum tertier yang 

digunakan adalah artikel-artikel dari 

internet. 

2.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum 

dalam peneli t ian  ini  adalah dengan 

melakukan s tudi  kepustakaan,  ya itu  

mengumpulkan semua bahan hukum 

yang terka it  untuk memperoleh da ta  

yang objekti f  dan akurat  yang secara  

khusus di lakukan dengan 

menggunakan s istem kartu  ( card  

system).  Sistem kartu ini  

menggunakan kar tu  kut ipan yang 

digunakan untuk mencata t  hal -ha l  

penting yang merupakan bahan hukum 

yang re levan dengan permasa lahan  

yang dibahas dalam penulisan ini ,  

yang kemudian d ikut ip  beser ta  

sumber .  

2.5.  Teknik Anal is i s  Bahan Hukum.  

Langkah per tama yang 

dipergunakan da lam menganalis is  

dalam peneli t ian ini  adalah teknik 

deskr ipt i f  sebagai  teknik dasar  

anal is i s .  Deskr ipt i f  berar t i  

menguraikan apa adanya terhadap  

sua tu kondisi  a tau posisi  dar i  

proposis i -proposisi  hukum atau non 

hukum.  Kemudian teknik interpretas i  

a tau pena fsiran untuk menganalisa  

norma-norma hukum yang t idak je las  

perumusannya.  Teknik interpre tas i  

member ikan penje lasan gamblang 

tentang teks  undang undang,  agar  

                                                           
        

13
Ibid.  

ruang l ingkup ka idah dalam undang  

undang tersebut dapat  d i terapkan pada  

per ist iwa hukum ter tentu.
14

 Teknik 

interprestas i  yang d ipergunakan da lam 

penel i t ian ini  adalah inte rpretasi  

gramat ika l  a tau ta ta  bahasa dan 

interpretas i  s i stemat is .  Selanjutnya  

digunakan teknik argumentas i  untuk 

mengemukakan pendapat -pendapat  

terhadap permasa lahan yang te lah 

dite l i t i .  

III.  TINJAUAN UMUM TENTANG 

PPAT, PENDAFTARAN TANAH, 

PERALIHAN HAK ATAS TANAH 

DAN SENGKETA HAK ATAS 

TANAH 

 

3.1  Tinjauan Umum Tentang PPAT  

Penger t ian PPAT tidak hanya  

dimuat  dalam sa tu peraturan 

perundang-undangan saja ,  namun 

dimuat da lam beberapa peraturan 

perundang-undangan.  Menurut  Pasal  1  

angka (1)  PP No.  37  Tahun 1998,  

“Pejabat  Pembuat Akta  Tanah ada lah 

pejabat  umum yang d iber i  kewenangan  

untuk membuat  akta autentik  

mengenai  perbuatan hukum ter tentu 

mengenai  hak atas tanah atau Hak 

Mil ik Atas Sa tuan Rumah Susun.”  

Tugas  pokok PPAT dalam 

membantu pelaksanaan pendaftaran 

tanah o leh Kepala Kantor  Per tanahan 

Kabupaten atau Kota  di tetapkan da lam 

Pasa l  2  PP No.  37 Tahun 1998,  ya itu  

melaksanakan sebagian kegia tan 

pendaftaran tanah dengan membuat  

akta sebagai  bukt i  te lah dilakukannya  

perbuatan hukum ter tentu mengenai  

hak a tas tanah a tau Hak Mil ik Atas  

Satuan Rumah Susun,  yang akan 

dijadikan dasar  bagi  pendaftaran 

                                                           
14

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum 

Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum 

Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 61. 



Jurnal  I lmiah Prodi  Magister  Kenotar iatan,  2015 -2016 83 
  

perubahan da ta pendaftaran tanah 

yang d iakibatkan oleh perbuatan 

hukum itu .  Mengenai  kewenang an 

yang d iber ikan kepada  PPAT diatur  

dalam Pasal  3  PP No.  37 Tahun 1998  

ya itu membuat akta otent ik mengenai  

semua perbuatan hukum yang ter letak 

di  dalam daerah ker janya.  

PPAT memil iki  kewaj iban 

sebagaimana telah ditentukan dalam 

Pasa l  45 Peraturan Kepala B PN No.  1  

Tahun 2006.  Sedangkan mengenai  

larangan terhadap PPAT Dalam 

ketentuan Pasal  30 aya t  (1)  Peraturan  

Kepala BPN No.  1  Tahun 2006 juncto  

Pasa l  23 aya t  (1)  junc to  Pasa l  30 aya t  

(1)  juncto Pasa l  32 aya t  (3)  PP No.  37 

Tahun 1998 telah di tentukan mengenai  

larangan-la rangan PPAT. PPAT tidak 

dapat  merangkap  jabatan a tau profesi  

sebagai  pegawai negeri ,  pegawai  

Negara (BUMN),  badan Usaha Mil ik  

Daerah (BUMD) dan jabatan -jabatan 

lain yang di larang da lam peraturan 

perundang-undangan.  

Akta  PPAT adalah akta yang 

dibuat  o leh PPAT sebagai  bukt i  te lah 

dilaksanakannya perbuatan hukum 

ter tentu mengenai  hak a tas tanah a tau 

Hak Milik  Atas Satuan Rumah Susun.  

Sebelum ber lakunya Peraturan Kepala  

BPN No.  8  Tahun 2012 ,  PPAT dalam 

membuat akta di tentukan dengan cara  

mengisi  blanko  yang diperoleh dar i  

BPN. Setelah ber lakunya Pera turan 

Kepala BPN No.  8  tahun 2012 ,  PPAT 

dapat  membuat aktanya  sendir i  tanpa  

mengisi  blanko namun tetap dengan 

format yang d iber ikan oleh BPN 

sebagaimana lampiran Pera turan 

Kepala BPN No.  8  Tahun 2012  

tersebut .  Akta PPAT adalah akta  

otent ik,  hal  ini  di tegaskan dalam Pasa l  

1  aya t  (1)  dan Pasal  3  aya t  (1)  PP No.  

37 Tahun 1998.  

3.2.  Tinajauan Umum Tentang 

Pendaftaran Tanah dan Peralihan 

Hak Atas  Tanah  

Hak atas tanah ada lah hak yang 

member i  wewenang kepada yang  

mempunyai  hak untuk menggunakan 

atau mengambi l  manfaat  dar i  tanah 

yang dihakinya .  Hak -hak a tas tanah  

yang disebutkan da lam Pasal  4  ayat  

(1)  UUPA dijabarkan dalam Pasal  16  

ayat  (1)  UUPA, ya itu  Hak Mil ik,  Hak 

Guna Usaha,  Hak Pakai ,  Hak Sewa  

untuk bangunan,  Hak Membuka Tanah,  

Hak Memungut Hasil  Hutan,  dan Hak -

hak lain yang t idak te rmasuk da lam 

hak-hak ter sebut diatas tanah yang 

akan di te tapkan dengan undang -

undang,  ser ta  hak -hak yang s i fa tnya  

sementara.  Hak-hak a tas tanah yang 

bers i fa t  sementara  dalam Pasal  5 3  

UUPA,  ya itu  Hak Gadai ,  Hak Usaha  

bagi  Hasil ,  Hak Menumpang dan Hak  

Sewa Tanah Per tanian.
15

 

Menurut  Boedi  Harsono yang  

dimaksud dengan pendaftaran tanah  

adalah :  “Suatu rangkaian kegia tan 

yang d ilakukan secara  teratur ,  terus  

menerus untuk mengumpulkan,  

menghimpun dan menyaj ikan 

mengenai  semua tanah a tau tanah -

tanah ter tentu yang ada di  suatu  

wilayah.” 16
 Dalam Pasa l  1  aya t  1  PP 

No.  24 Tahun 1997 terdapat  

pengert ian pendaftaran tanah ya itu  

                                                           
       15

Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan 

Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Predana 

Media Group, Jakarta hal. 50-51  

       
16

Boedi Harsono, 1978, Beberapa Analisis 

Tentang Hukum Agraria II, Esa Studi Klub, 

Jakarta, Hal. 9.   
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yang dimaksud dengan pendaftaran 

tanah adalah :  

”Rangkaian kegiatan yang  

dilakukan oleh pemerintah secara  

terusmenerus  berkes inambungan 

dan teratur  meliputi  pengumpulan,  

pengolahan,  pembukuan dan 

penyaj ian ser ta  pemel iharan data  

f is ik dan data yur idis,  da lam 

bentuk pe ta dan daf ta r  mengena i  

bidang-bidang tanah dan satuan -

sa tuan rumah susun termasuk  

pemberian sura t  tanda bukt i  haknya  

bagi  tanah yang sudah ada hak 

mi l ik a tas satuan rumah susun ser ta  

hak-hak yang membebaninya .”  

 

Tujuan penyelenggaraan 

pendaftaran tanah adalah untuk 

member ikan kepast ian hukum dan 

per l indungan hukum kepada  para  

pemegang hak atas sua tu bidang tanah,  

sa tuan rumah susun dan hak -hak lain  

yang terdaftar  agar  dengan mudah 

dapat  membuktikan di r inya sebagai  

pemegang hak yang  bersangkutan.  

Menurut  Soedikno  Mertokusumo,  

dalam pendaftaran tanah dikenal  2  

macam asas ya itu  asas s pecia li tei t  dan 

asas  Openbaarheid .
17

 S is tem 

pendafa taran tanah yang d ianut  o leh 

Negara Indonesia adalah si s tem 

pendaftaran hak ( regis tration of  

t i t les).  Sedangkan s is tem publ ikas i  

yang digunakan yai tu si s tem negati f  

mengandung unsur  pos i t i f  karena  

dalam pendaftaran haknya ,  Indonesia  

menggunakan akta sebagai  alat  bukt i  

te lah di lakukannya  perbuatan hukum 

ter tentu mengenai  hak a tas tanah.  Akta  

yang dibuat  d ihadapan PPAT adalah 

sa lah sa tu subsistem pendaftaran hak.  

Dalam sis tem posit i f ,  daf t ar  umumnya 

mempunyai kekuatan bukt i ,  maka  

orang yang terdaf tar  adalah pemegang 

hak yang sah.   Terdapat  dua bentuk 

                                                           
       

17
Urip Santoso, Op.cit, hal. 16-17. 

peral ihan hak atas tanah atau hak 

mi l ik a tas satuan rumah susun,  ya itu  

beral ih dan d ial ihkan.  Dalam 

peral ihan hak a tas tanah berdasarkan 

jual  be li  d iper lukan akta jua l  beli  

d ibuat  dihadapan PPAT sebagai  alat  

bukti  te lah d ilakukannya  pera l ihan 

hak atas tanah berdasarkan asas  

hukum adat  yai tu terang dan tunai .  

 

3.3.  Tinjauan Umum Tentang 

Sengketa Hak Atas  Tanah  

Menurut  Suyud  Margono,  

t imbulnya sengketa  hukum tentang 

tanah bermula dar i  pengaduan sa tu  

pihak tentang keberatan dan tuntutan 

hukum terhadap sta tus  tanah akiba t  

perbuatan hukum yang te lah 

merugikan hak atas tanah dar i  pihak  

penggugat  dengan harapan dapat  

mempero leh penyelesaian secara  

adminis trasi  sesuai  dengan ketentuan 

peraturan yang ber laku.
18

 Mater i  

gugatan dapat  berupa tuntutan adanya  

kepastian hukum mengenai  s iapa yang  

berhak,  s ta tus tanah,  bukt i -bukti  yang 

menjad i  dasar  pember ian hak dan 

sebagainya .
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Rusmadi Murad,  1991,  

Penyelesa ian Sengketa  Hukum Atas  

Tanah ,  Alumni ,  ,  Bandung,  hal .  22.  

       
19

Elza Syarief, 2014, Menuntaskan 

Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus 

Pertanahan, Cetakan Kedua, PT. Gramedia, 

Jakarta, hal. 174. 
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IV.  AKIBAT HUKUM TERHADAP 

PENDAFTARAN PERALIHAN 

HAK ATAS TANAH DENGAN 

AKTA PPAT YANG MENJADI 

OBJEK SENGKETA 

 

4.1  Proses  Peral ihan Hak Atas  

Tanah Berdasarkan Jual Beli  

Dihadapan PPAT 

 

Prosedur  atau tata  cara  pera l ihan 

hak mi lik  a tas tanah berdasarkan jua l  

beli  tergantung pada  syara t -syara t  

sahnya jual  be li  hak mi lik atas tanah.  

Untuk kepent ingan pendaftaran 

peral ihan hak atas tanah,  terdapat  dua  

syarat  yang harus dipenuhi,  yai tu  

syarat  mater i i l  dan syarat  formi l .  

Syara t  mater i i l  terka it  dengan syara t  

sahnya per janj ian dan juga syara t  

sahnya  jual  bel i  menurut  Hukum Adat  

ya itu asas terang dan tunai .  Syara t  

formi l  te rkai t  dengan pendaftarannya,  

jual  bel i  harus  dibuktikan dengan akta  

PPAT. Ada empat tahapan dalam 

proses pera l ihan hak atas tanah 

berdasarkan jual  bel i  d ihadapan PPAT,  

ya itu :  

1 .   Tahap  Pers iapan Pembuatan Akta  

Ketentuan mengenai  tahap 

pers iapan pembuatan akta diatur  

dalam ketentuan Pasa l  97 juncto Pasa l  

100 Peraturan Kepala  BPN No.  8  

tahun 2012.  Sebelum membuat akta  

jual  be li  terhadap pera l ihan hak ata s  

tanah,  PPAT waj ib  te r lebih dahulu 

melakukan pemer iksaan ser t ip ika t  

pada Kantor  Per tanahan dengan  

memper liha tkan ser t ipika t  as l i .  

Apabi la  ser t ipika t  hak a tas tanah yang  

diper iksakan te lah sesua i  dengan buku 

tanah di  Kantor  Per tanahan se tempat ,  

maka Kepala  Kantor  Per tanahan  atau  

pejabat  yang di tunjuk membubuhkan 

cap atau tul i san dengan ka limat :  

“Telah d iper iksa dan sesua i  dengan 

daf tar  d i  Kantor  Per tanahan” pada  

halaman perubahan ser t ip ika t  as l i  

kemudian diparaf dan diber i  tanggal  

pengecekan.  

PPAT membuat akta  sete lah 

pemegang hak a tas tanah atau hak 

mi l ik atas sa tuan rumah susun 

membuat pernyataan bahwa hak atas  

tanah a tau hak mil ik  atas satuan 

rumah susun i tu t idak sedang 

disengketakan.  Selain  pengecekan  

ser t ip ikat  dengan daf ta r -daftar  dalam 

buku tanah pada Kantor  per tanah an  

se tempat.  PPAT juga waj ib  

menyampaikan kepada  para pihak 

ya itu calon penjua l  dan calon pembel i  

untuk ter lebih dahulu membayar  pajak 

yang dibebankan kepadanya .  

Berdasarkan ke tentuan Pasa l  39 aya t  

(1)  PP No.  24 Tahun 1997,  PPAT 

dapat  menolak untuk membuat  akta.  

PPAT dapat  menolak untuk membuat  

akta apab ila  salah sa tu  syarat  da lam 

pembuatan akta t idak terpenuhi.  

2 .  Tahap Pelaksanaan Pembuatan Akta  

Setelah pengecekan ser t ipika t  dan 

dinyatakan te lah sesua i  kemudian 

pajak-pajak te lah terbayarkan,  maka  

tahap  se lanjutnya  adalah pembuatan  

akta PPAT. Akta PPAT dibuat  

sebanyak dua  lembar  as l i ,  satu  lembar  

dis impan d i  kantor  PPAT dan sa tu  

lembar  disampaikan kepada kepala  

kantor  per tanahan se tempat untuk  

keperluan pendaftaran,  sedangkan 

kepada p ihak-p ihak yang bersangkutan 

ya itu penjua l  dan pembeli  d iber ikan 

sa l inan aktanya.  PPAT waj ib  

membacakan akta kepada para pihak.  

Dalam pembuatan akta,  sela in  

ke tentuan-ke tentuan yang telah 
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disebutkan d iatas ,  PPAT juga harus  

memperhatikan ha l -ha l  ya itu :  

a .  Identi tas dar i  para pihak.  PPAT 

harus  memeriksa  kebenaran formi l  

dar i  ident i tas para p ihak ser ta  

dasar  hukum tindakan para pihak.  

b .  Jangka  waktu berakhirnya  hak atas  

tanah yang diper jualbelikan karena  

j ika  jangka waktunya  berakhir ,  

tanahnya  kembal i  d ikuasa i  o leh 

Negara.  

c .  Harga jual  be li  harus sudah 

dibayar  lunas sebe lum akta  

di tandatangani  yang merupakan 

konsekuensi  dar i  UUPA yang  

berdasarkan kepada Hukum Adat.  

Bukt i  lunas umumnya berupa  

kwi tansi  atau bukt i  t ransfer  bank.  

d .  Tidak terdapat  tunggakan Pajak 

Bumi  dan Bangunan (PBB).  

e .  Tanah yang d iper jua lbel ikan harus  

berada  dalam wi layah ker ja  PPAT 

yang bersangkutan terkait  dengan 

kewenangan PPAT dalam hal  

pembuatan akta.  

3 .  Tahap Pendafta ran Peral ihan Hak 

Atas Tanah.  

Menurut  ketentuan Pasal  40 PP 

No.  24 Tahun 1997,  selambat -

lambatnya 7  ( tuj uh)  har i  ker ja  sejak 

tanggal  di tandatanganinya akta yang  

bersangkutan,  PPAT waj ib  

menyampaikan akta yang dibuatnya  

ber ikut  dokumen-dokumen yang  

bersangkutan kepada Kantor  

Per tanahan untuk d idaf tar .  Kantor  

per tanahan waj ib  memberikan tanda  

penerimaan atas  penyerahan 

permohonan pendaftaran pemindahan 

hak beser ta  akta PPAT dan dokumen -

dokumen lain yang di lampirkan yang 

diter imakan kepada  PPAT yang 

bersangkutan.  Pencata tan pera l ihan 

hak da lam buku tanah,  ser t ip ikat ,  dan 

daf tar  la innya d ilakukan sebagai  

ber ikut  :  

a .  Nama pemegang hak lama yai tu  

penjua l  di  dalam buku tanah dicore t  

dengan t inta  hi tam dan dibubuhi  

paraf kepala  kantor  per tanahan;  

b .  Nama atau nama -nama pemegang 

hak yang baru yai tu pembel i  

di tul i skan pada ha laman dan kolom 

yang ada dalam buku tanahnya  

dengan d ibubuhi  tanggal  

pencatatan,  dan kemudian 

ditandatangani o leh kepala kantor  

per tanahan se tempat  a tau pejabat  

la in yang d itunjuk dan cap dinas 

kantor  per tanahan se tempat.  

4 .  Tahap Penyerahan Ser t ip ikat  Hak 

Atas Tanah  

Setelah proses pendaftaran peralihan 

hak atas tanah selesai maka Kantor Pertanahan 

akan menyerahkan kepada PPAT yang 

bersangkutan untuk disampaikan kepada 

pemegang hak yang baru. Sertipikat hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 

yang telah diubah nama pemegang haknya 

diserahkan kepada pemegang hak atas tanah 

yang baru. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) 

PP No. 24 tahun 1997, sertifikat hanya boleh 

diserahkan kepada pihak yang namanya 

tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan 

sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain 

yang dikuasakan olehnya. 

4.2.  Pencatatan Dalam Buku Tana h 

Terhadap Hak Atas Tanah Yang  

Menjadi Objek Sengketa  

 

Dengan menggunakan teknik 

interpretas i  gramatikal  terhadap  

ke tentuan pasal  126  ayat  (1)  dan (2)  

Peraturan Kepala BPN No.  8  tahun 

2012,  penulis  berpendapat  bahwa 

pencatatan dalam buku tanah a tau 
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dalam prakteknya  disebut  

pembloki ran ser t ipikat  adalah sua tu 

t indakan administrasi  yang d ilakukan 

oleh  Kantor  per tanahan untuk 

mencegah ter jad inya perubahan da ta  

pendaftaran tanah dalam buku tanah 

atau ter jad inya peral ihan hak atas  

tanah yang dijad ikan obyek gugatan 

di  Pengadilan,  a tas permohonan pihak 

yang berkepent ingan.  

Adanya  pencata tan da lam buku 

tanah atau karena adanya sengketa  

hukum hak atas  tanah yang bermula  

dar i  pengaduan suatu pihak yang 

ber isi  kebera tan -keberatan dan 

tuntutan hak a tas tanah baik te rhadap  

status tanah,  pr ior i tas maupun 

kepemilikannya denga n harapan dapat  

mempero leh penyelesaian secara  

admnistras i  sesuai  dengan ke tentuan 

peraturan yang ber laku.  Se lama  

adanya ca tatan dalam buku tanah atau  

blokir  ser t ip ika t  ter sebut,  maka  

menurut  PP No.  24  Tahun 1997  

ditentukan bahwa :   

1 .  PPAT dapat  menolak membuat akta  

apabi la  obyek perbuatan hukum 

yang bersangkutan sedang da lam 

sengketa mengenai  da ta f is ik dan 

data yurid isnya sebagaimana  

ditentukan dalam Pasal  39 ayat  (1)  

huruf f  PP No.  24 tahun 1997.  

2 .  Kantor  per tanahan waj ib  menolak 

melakukan pendaftaran pe ral ihan 

dan pembebanan hak apabila  hak 

atas tanah yang bersangkutan 

merupakan obyek sengketa di  

Pengadilan sebagaimana  

ditentukan dalam Pasal  45 ayat  (1)  

huruf e  PP No.  24 tahun 1997.  

Sengketa yang ser ing ter jadi  

dalam praktek dan se lama ini  masih 

banyak yang belum dapat  dise lesa ikan 

mengenai  pera l ihan hak a tas tanah 

berdasarkan jual  bel i  adalah karena  

ternyata pada saa t  pembuatan dan  

penandatanganan akta jua l  be li  te lah 

lunas dibuktikan dengan kwi tansi  

lunas a tau bukti  t ransfer .  Namun 

se telah akta d ibuat ,  penjual  ternyata  

mengembalikan uang pembayaran 

kepada pembeli  dikarenakan  

permasalahan antara  kedua p ihak.  

Pihak penjua l  t idak memil iki  i t ikad  

baik sehingga jual  beli  d ianggap  

belum lunas.  Penjual  kemudian 

melakukan pemblokiran ser t ip ikat  atau 

karena objek jual  be li  merupakan 

jaminan utang-piutang namun t idak  

dibebankan hak tanggungan.Dengan 

adanya pemblokiran ser t ip ikat  ke tika  

akta jual  bel i  te lah d ibuat ,  dar i  4  

(empat)  tahapan proses pendaftaran 

peral ihan hak atas  tanah,  PPAT te lah 

melakukan 3 tahap  yai tu  tahap  

pers iapan akta,  tahap pembuatan akta  

dan tahap pendaftaran pera l ihan hak 

atas tanah.  Namun baru pada tahapan 

ke tiga te lah ter jadi  pemblokiran 

ser t ip ikat  sehingga da lam tahap ke tiga  

ini  be lum dapat  di lanjutkan sampai  

pada adanya  pencabutan blokir  a ta u 

gugurnya  blokir  ser t ipikat .   

4.3 Akibat  Hukum Terhadap 

Pendaftaran Peral ihan Hak Atas  

Tanah Yang Menjadi Objek 

Sengketa Terkait  Adanya 

Pencatatan Dalam Buku Tanah  

 
Pengembal ian akta ,  ser t ip ika t  

ser ta  dokumen-dokumen karena  

adanya penolakan pendaftaran o l eh 

Kantor  Per tanahan berdasarkan Pasa l  

45 PP No.  24 tahun 1997 member ikan 

akiba t  hukum terhadap  akta jua l  bel i  

yang d ibuat  PPAT. Sengketa terhadap  
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hak a tas tanah ter jadi  pada saat  

pendaftaran peral ihan hak atas tanah  

se telah akta jual  be li  te lah dibuat .  

Sengketa ter jadi  karena ternyata  

pembayaran belum lunas a taupun 

objek jual  be li  masih menjad i  objek 

utang-piutang namun t idak d ibebani  

hak tanggungan.  Padahal  PPAT te lah 

membuat  akta sesua i  prosedur  yang  

benar ,  ya i tu sebelumnya telah 

melakukan pemeriksaan ke sesuaian 

data da lam ser t ip ikat  dengan da ta  

dalam buku tanah pada kantor  

per tanahan yang ternyata t idak ada  

sengketa dan t idak ada pembebanan 

hak tanggungan.     

Sebagai  akta  otentik ,  akta PPAT 

sebagai  a lat  bukt i  yang mempunyai  

kekuatan pembukt ian yang sempu rna  

se lama te r jadi  pemblokiran ser t ip ika t  

sebagai  akiba t  dar i  adanya  sengketa  

akan tetap o tent ik karena  akta PPAT 

tersebut te lah d ibuat  sesua i  dengan 

prosedur  atau tata  cara  yang 

dite tapkan sehingga t idak ada  caca t  

yur idis yang mengakibatkan akta  

otent ik ba ta l ,  dapat  d ibatalkan a tau 

bata l  demi  hukum. Akiba t  hukum 

terhadap akta PPAT se lama ter jadi  

pembloki ran adalah akta  tetap otent ik  

Jua l  be li  tanpa d ibukt ikan dengan 

akta PPAT t idak akan mempero leh 

ser t ip ikat ,  walaupun jual  be linya  sah 

menurut  hukum.  Peral ihan hak a tas  

tanah te lah sah ter jad i  pada saat  syara t  

mater i i l  dan syarat  fo rmil  terpenuhi  

dan sesuai  j uga dengan syarat -syarat  

sahnya per janj ian dan syarat  sahnya  

jual  bel i  walaupun belum d idaf tarkan  

pada kantor  Per tanahan.  Pendaftaran 

ini  bersi fat  ad min is tra t i f  untuk dapat  

member ikan jaminan kepastian dan 

per l indungan hukum.  Terkai t  dengan 

adanya sengketa  hak a tas tanah ini ,  

BPN dapat  memfasil i tas i  sebagai  

media tor  dengan menyelesa ikan secara  

musyawarah.  Sengketa hak atas tanah 

dapat  saja  dise lesa ikan ta npa dibawa  

pengadi lan,  dengan penandatangan 

akta perdamaian sehingga blokir  dapat  

dicabut o leh pemohon b lokir  dan akta  

jual  bel i  beser ta  dokumen -

dokumennya dapat  didafta rkan 

kembal i  kepada kantor  per tanahan.   

Dika itkan dengan teor i  

kewenangan dan teor i  keb sahan,akiba t  

hukum dari  pendaftaran pera l ihan hak 

atas tanah yang menjad i  objek 

sengketa adalah kantor  per tanahan 

menolak melakukan pendafta ran 

peral ihan hak atas tanah sehingga  

dilakukan pengembalian berkas kepada  

PPAT. Akta jual  bel i  te tap sah karena  

akta  dibuat  o leh PPAT berdasarkan 

kewenangannya  secara  atr ibusi  yai tu  

membuat  akta otent ik  sebagai  alat  

bukti  te lah d ilakukannya  pera l ihan 

hak a tas tanah,  akta  telah d ibuat  

sesua i  ta ta  cara dan prosedur  yang  

benar  ya itu memenuhi syarat  mater i i l  

dan syara t  for mi l  sehingga t idak ada  

kekurangan a tau cacat  yur idis sesua i  

dengan peraturan perundang -undangan 

yang ber laku.   

V. TANGGUNG JAWAB PPAT 

TERHADAP PENDAFTARAN 

PERALIHAN HAK ATAS TANAH 

YANG MENJADI OBJEK 

SENGKETA 

 

5.1 .  Kewenangan dan Kewajiban  

PPAT Dala m Pendaftaran 

Peral ihan Hak Atas Tanah Yang  

Menjadi Objek Sengketa  

 

Embr io lahirnya PPAT tidak 

ter lepas dengan kegiatan pendaftaran  

tanah d i  Indonesia  sebagaimana  
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dirumuskan dalam Pasa l  19 ayat  (1)  

UUPA, yang menya takan bahwa 

“Untuk menjamin kepastian hukum  

o leh pemer intah diadakan pendaftaran 

tanah d i  seluruh wi layah Indonesia  

menurut  ketentuan -ke tentuan yang 

diatur  dalam pera turan pemerintah.”  

Dengan adanya  pendaftaran tanah 

kemudian diatur  mengenai  jabatan 

PPAT. Pasa l  19 PP No.  24 Tahun 1997  

menentukan ba hwa se t iap per janj ian 

yang bermaksud mengal ihkan hak ata s  

tanah,  member ikan suatu hak baru ata s  

tanah,  menggadaikan tanah atau 

meminjam uang dengan suatu akta  

yang d ibuat  o leh dan d ihadapan 

Pejabat  yang ditunjuk oleh Menter i  

Agrar ia .  Akta ter sebut bentukny a telah 

dite tapkan.  Kedudukan hukum PPAT 

merupakan perpanjangan tangan BPN 

dalam pembuatan akta tanah yang  

merupakan syarat  konst i tut i f  yang 

merupakan salah sa tu subsis tem dalam 

pendaftarannya pada Kantor  

per tanahan.  

Dengan menggunakan teknik analisis 

interpretasi gramatikal terhadap ketentuan Pasal 

2 PP No. 37 tahun 1998 mengenai tugas pokok 

PPAT, maka PPAT bertugas pokok 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 

tanah yaitu dengan membuat akta sebagai bukti 

telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau hak milik atas 

satuan rumah susun yang kemudian menjadi 

dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran 

tanah yang terjadi karena perbuatan hukum 

tersebut. Selain memiliki kewenangan, PPAT 

juga memiliki kewajiban yang tidak terlepas dari 

kewenangannya tersebut. PPAT tidak hanya 

sebatas memiliki kewenangan membuat akta, 

namun wajib untuk melakukan persiapan 

pembuatan akta yaitu pengecekan sertipikat, 

melaksanakan pendaftaran hak atas tanah yang 

ditentukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

sejak ditandatanganinya akta sampai sertipikat 

telah dibaliknama dan diterbitkan oleh kantor 

pertanahan kemuadian PPAT menyerahkan 

sertipikat tersebut kepada yang berhak untuk itu.  

Pada saat terjadi pemblokiran sertipikat, 

kantor Pertanahan berdasarkan Pasal 45 PP No. 

24 Tahun 1997 dapat menolak melakukan 

pendaftaran dan adanya pengembalian semua 

dokumen terkait. Mengenai pengembalian 

berkas ini, apabila ditelaah dengan 

menggunakan teknik interpretasi gramatikal, 

maka pengembalian berkas adalah 

pengembalian berkas kepada PPAT sebagai 

pelaksana pendaftaran peralihan hak atas tanah. 

Selama terjadi pemblokiran, baik akta, 

sertipikat beserta dokumen-dokumennya berada 

pada kantor PPAT. Dalam proses peralihan hak 

atas tanah, PPAT wajib untuk bertindak sebagai 

penengah (middle man), selain sebagai pejabat 

umum yang membuat akta otentik sebagai alat 

bukti yang kuat untuk membuktikan terjadinya 

peralihan hak atas tanah. PPAT sebagai 

penengah artinya bahwa harus bertindak 

berdasarkan kepentingan kedua belah pihak, 

bukan berarti menguntungkan diri sendiri atau 

bahkan salah satu pihak saja selama terjadinya 

pemblokiran sertipikat ini. PPAT dalam 

menjalankan tugasnya ini tidak boleh berpihak 

kepada salah satu pihak karena profesi PPAT, 

sama seperti Notaris adalah profesi yang 

mandiri. 

5.2. Tanggung Jawab PPAT Terhadap 

Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

yang Menjadi Objek Sengketa 

PPAT harus menjaga sertipikat dan 

dokumen bersangkutan yang dikembalikan oleh 

kantor pertanahan akibat adanya penolakan 

pendaftaran dengan baik dan tidak boleh 

sembarangan menyerahkan sertipikat tersebut 

kepada salah satu pihak. Terkait adanya 
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sengketa antara penjual dan pembeli ataupun 

dengan pihak ketiga, walaupun telah terjadi 

peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli 

berdasarkan akta jual beli namun belum adanya 

balik nama sertipikat dari nama penjual menjadi 

nama pembeli maka PPAT tidak berhak 

menyerahkan sertipikat kepada pembeli selama 

pemblokiran tersebut. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 31 ayat (3) PP No. 24 tahun 1997, PPAT 

hanya boleh menyerahkan sertifikat kepada 

pihak yang namanya tercantum dalam buku 

tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak 

atau kepada pihak lain yang dikuasakan 

olehnya. 

PPAT berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk menyimpan sertipikat sampai 

pemblokiran dicabut karena sengketa dapat 

diselesaikan dengan musyawarah atau sampai 

adanya penyitaan oleh pengadilan terhadap hak 

atas tanah tersebut karena menjadi objek 

gugatan di Pengadilan. Terlebih lagi karena 

PPAT menerima bayaran untuk membuat akta 

peralihan hak atas tanah, dengan mana 

menerima dan memproses sertipikat tanah 

sampai proses balik nama selesai tersebut ke 

Kantor pertanahan merupakan kewajiban dan 

prosedur dari tahapan pendaftaran peralihan hak 

atas tanah termasuk didalamnya pembuatan 

akta yang menjadi tugas PPAT bersangkutan. 

Tanggung jawab PPAT terkait dengan 

kewenangannya, meliputi : 

1. Tanggung jawab perdata PPAT; 

2. Tanggung jawab pidana PPAT; 

3. Tanggung jawab administratif PPAT; 

4. Tanggung jawab moral PPAT berdasarkan 

kode etik PPAT. 

Berdasarkan teori pertanggungjawaban 

yang digunakan adalah teori fautes personalles, 

secara perdata PPAT bertanggung jawab secara 

individu atau pribadi atas pebuatannya dalam 

pelaksanaannya jabatan baik terhadap akta yang 

dibuatnya. Sedangkan terhadap penyimpanan 

sertipikat selama hak atas tanah menjadi objek 

sengketa dalam hal adanya pemblokiran 

sertipikat maka yang digunakan adalah teori 

fautes de services  yaitu PPAT 

bertanggungjawab berdasarkan jabatan yang 

diberikan kepadanya. PPAT wajib memberikan 

pelayanan dan bertanggung jawab untuk 

menyimpan sertipikat dan dokumen-dokumen 

yang dikembalikan oleh kantor pertanahan 

selama adanya pemblokiran sertipikat. Pada 

saat pemblokiran belum jelas siapa yang berhak 

atas sertipikat walaupun telah terjadi peralihan 

hak atas tanah namun ternyata ada sengketa hak 

atas tanah. 

Mengenai tanggung jawab PPAT diatur 

dalam Pasal 55 Peraturan Kepala BPN No. 1 

tahun 2006, PPAT bertanggungjawab secara 

pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya 

dalam setiap pembuatan akta. Jika dianalisis 

menggunakan analisis interpretasi gramatikal, 

dalam Pasal 55 Peraturan Kepala BPN No. 1 

tahun 2006, mengatur secara keseluruhan 

mengenai tanggung jawab PPAT terhadap 

segala tindakannya yang berlandaskan 

jabatannya dalam proses pembuatan akta, pasal 

tersebut menyatakan bahwa PPAT 

bertanggungjawab secara pribadi. Dalam hal ini 

PPAT tidak hanya bertanggung jawab secara 

pribadi terhadap akta yang dibuatnya, namun 

juga bertanggung jawab berdasarkan jabatannya 

untuk memberikan pelayanan terhadap 

dokumen-dokumen termasuk sertipikat yang 

digunakan dalam proses pendaftaran peralihan 

hak atas tanah sampai pada proses pendaftaran 

peralihan hak atas tanah selesai dan sertipikat 

diserahkan kepada pemegang hak yang berhak. 

Kewenangan dan kewajiban PPAT adalah 

dari tahapan PPAT menerima sertipikat terkait 

proses persiapan pembuatan akta sampai pada 

proses telah dikeluarkannya sertipikat dari 

Kantor Pertanahan yang telah selesai. PPAT 

berwenang dan berkewajiban dalam proses 
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persiapan pembuatan akta sampai pada 

sertipikat telah selesai diterbitkan maka PPAT 

memiliki tanggung jawab untuk itu. Apabila 

adanya kerugian dari salah satu pihak terkait 

dengan adanya pemblokiran sertipikat karena 

hak atas tanah menjadi objek sengketa, maka 

PPAT tidak dapat dituntut untuk 

bertanggungjawab kecuali para pihak dapat 

membuktikannya.  

PPAT telah melakukan tahapan peralihan 

hak atas tanah yaitu melakukan dengan tata cara 

atau prosedur yang berlaku. PPAT wajib untuk 

menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian 

pada saat menerima keterangan penghadap dan 

mengkonstatir keinginan pada penghadap 

tujuannya adalah agar salah satu diantara para 

pihak ataupun pihak lainnya tidak merasa 

dirugikan. Selain terhadap akta yang dibuatnya, 

PPAT bertanggung jawab secara moral 

memberikan pelayanan berupa menyimpan dan 

mejaga sertipikat tidak sembarangan 

menyerahkan kepada salah satu pihak karena 

proses balik nama belum selesai. Untuk hal itu, 

PPAT tidak berhak untuk meminta pembayaran 

atau biaya terkait kewajibannya untuk 

menyimpan sertipikat beserta dokumen yang 

dikembalikan oleh kantor pertanahan. Apabila 

PPAT meminta biaya tambahan maka PPAT 

dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi 

moral berdasarkan kode etik PPAT. PPAT 

sebagai pihak penengah wajib menjaga 

kepentingan kedua pihak sampai proses 

pendaftaran peralihan hak atas tanah telah 

selesai. 

Mengenai pembahasan tanggung jawab 

PPAT terhadap pendaftaran peralihan hak atas 

tanah ini selain menggunakan teori 

pertanggungjawaban juga menggunakan teori 

kepastian hukum. PPAT berdasarkan 

kewenangan dan kewajibannya memiliki 

tanggung jawab untuk menjamin adanya 

kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya 

sebagai alat bukti telah dilakukannya 

perbuatan-perbuatan hukum tertentu mengenai 

hak atas tanah yang digunakan sebagai dasar. 

Pendaftaran ini dalam tunjuan untuk 

memberikan jaminan kepastian dan 

perlindungan hukum terhadap pemegang hak 

atas tanah yang baru.  

VI. PENUTUP 

6.  1  Simpulan  

1.  Akibat  hukum terhadap  

pendaftaran peral ihan hak a tas  

tanah yang menjad i  objek sengketa  

terka it  adanya pencata tan dalam 

buku tanah ada lah adanya  

penolakan pendaftaran hak ata s  

tanah o leh kantor  per tanahan 

se tempat sehingga t idak dapat  

di lakukan pendaftaran atau  

perubahan da ta per tanahan se lama  

pembloki ran.  Berdasarkan Pasa l  45  

PP No.  24 tahun 1997,  kantor  

per tanahan menolak melakukan 

pendaftaran dengan 

mengembalikan berkas berupa  

akta,  ser t ip ika t  dan dokumen -

dokumen terkai t  kepada PPAT 

yang bersangkutan sebagai  

pelaksana pendaftaran peral ihan 

hak atas tanah.  Akibat  hukum 

terhadap akta jual  beli  yang 

dikembalikan te tap menjadi  akta  

otent ik dan dapat  kembal i  

digunakan sebagai  dasar  

pendaftaran apabi la  pembloki ran 

telah dicabut  oleh pemohon nya .  

2 .  PPAT memiliki  tanggung jawab  

pr ibadi  atas pe laksanaan tugas dan 

jabatannya  dalam se tiap pembuatan 

akta sebagaimana di tentukan dalam 

Pasa l  55 Peraturan Kepala  BPN 

No.  1  Tahun 2006.  Se lain da lam 

pembuatan akta ,  PPAT juga  
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memiliki  tanggung j awab dar i  

tahap  persiapan pemuatan akta  

ya itu melakukan pengecekan 

ser t ip ikat  pada buku tanah,  

pembuatan akta,  pendaftaran 

peral ihan hak a tas tanah sampai  

pada penerbi tan ser t ipikat  dan 

menyampaikan ser t ip ikat  kepada  

pemegang hak atas tanah yang 

ter tera  namanya  d i  ser t ipika t .  

PPAT juga ber tanggung jawab  

berdasarkan jabatannya  da lam 

menyimpan akta,  ser t ipika t  beser ta  

dokumen yang bersangkutan pada  

saa t  d ikembalikan oleh kantor  

Per tanahan ket ika  adanya  

penolakan pendaftaran oleh kantor  

per tanahan.  PPAT tidak dapat  

di tuntu t  apab ila  telah melakukan 

kewenangan dan kewaj ibannya  

sesua i  dengan prosedur  yang 

ber laku.  PPAT waj ib  sebagai  pihak 

penengah menyimpan dokumen -

dokumen yang dikembal ikan 

sampai pada saat  di lakukan  

penyi taan oleh pengadilan a tau 

pencabutan b lokir  oleh pemoho n 

pembloki ran.  Terhadap  ha l  i tu  

PPAT tidak berhak untuk meminta  

pembayaran tambahan.   

6.2.  Saran-saran 

1.  Kepada  Pemer intah  

Diharapkan agar  segara dibuat  

undang-undang khusus mengenai  

per tanahan untuk melengkapi UUPA.  

Selain  i tu agar  dapat  membuat  

peraturan-perundang-undangan khusus  

mengenai  jabatan PPAT. Diharapkan 

juga agar  pengaturan mengenai  

kewenangan dan kewaj iban PPAT 

menjad i  lebih jelas sehingga t idak  

menimbulkan permasalahan yang  

merugikan profes i  PPAT di  kemudian 

har i .   

2 .  Kepada  Profesi  PPAT  

Diharapkan agar PPAT menjalankan 

tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan kode etik PPAT 

sehingga mampu memberikan pelayanan dan 

kenyamanan pada setiap penghadap. PPAT agar 

selalu menjadi pihak penengah yaitu tidak 

mementingkan salah satu pihak namun mampu 

bersikap adil dan menjaga kepentingan kedua 

belah pihak dan mampu melaksanakan 

kewenangan serta kewajibannya sampai proses 

sehingga kegiatan pendaftaran tanah dapat 

terlaksana dengan baik. 
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